BABV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
1. Problematika wakaf tunai di masjid Darush Sholikhin, Kota Batu.
Panitia pembangunan masjid Darush Sholikhin mekgatdbahwa jual
beli yang dilakukan di masjid Darush Sholikhin iadalah jual beli yang
berdasarkan pada Al Quran, yaitu surat Ali Imrgm@ata92 dan surat At Taubah
ayat 111, sehingga definisi jual beli yang ada drudh Sholikhin sangat berbeda
dengan definisi yang ada dan berkembang dalam madstasecara umum. Jual
beli yang berlaku di Darush Sholikhin adalah jueli lantara kaum mukminin
dengan Allah dan panitia pembangunan masjid hargmgadi pihak penghubung
atau fasilitator antara pihak pembeli dengan pénjganggunaan istilah “jual
masjid” dalam penggalangan dana dari masyarakatirmuselain juga untuk
mengetuk hati dan kesadaran umat untuk bersama+saméangun mas;jid.
Pendekatan yang dilakukan oleh pihak nadzir teth@daa waqif dengan
adanya “jual masjid” adalah pendekatan keagamaarpdaggunaan dana wakaf
tersebut untuk pembangunan masjid Darush Sholikmgmupakan pendekatan
efektifitas pemanfaatan hasil dari wakaf tunai yalitgrima oleh nadzir masjid
Darush Sholikhin.
2. Pelaksanaan wakaf tunai di magid Darush Sholikhin Kota Batu
Berdasarkan UUW dan PP No. 42 Tahun 2006, maka iN&xzrush

Sholikhin merupakan nadzir perorangan. Dalam pelakan jual beli masjid atau



wakaf tunai, panitia tidak memberikan patokan sgierduas masjid yang harus
dibeli, sehingga pembelian masjid tersebut sesaagah kemampuan pembeli
dan tidak membebani atau memberatkannya. Berdasarkecamnya,
dikarenakan peruntukan wakaf yang ditujukan untusjid maka sudah jelas
wakaf tersebut merupakan wakiioiri dan berdasarkan jangka waktu wakaf,
karena tujuan dari penggunaan dana wakaf tersetaldra untuk pembangunan
masjid, maka wakaf di Darush Sholikhin ini termaslstam wakafal-muabbad
atau wakaf tidak terbatas.

Pada pelaksanaan atau implementasi wakaf tunai akjign Darush
Sholikhin tidak ditemui mekanisme-mekanisme rungbagaimana yang diatur
oleh pemerintah. Dan karena masjid Darush Sholikbikan merupakan lembaga
yang bergerak di sektor keuangan, maka pelaksayaaberbeda dengan
mekanisme yang ada di LKS. Selain itu, dana yangipag&an wakaf tunai dari
wagqif langsung digunakan sebagaimana peruntukayayg telah dinyatakan
oleh waqif, yaitu untuk pembangunan masjid Darusblishin, Kota Batu.

Sasaran perwakafan ini, yaitu untuk pembangunanidndslah sesuai
dengan peruntukan wakaf tunai yang ditentukan dleiw, PP No. 42 Tahun
2006 dan SIBL, yang menjaliue print pelaksanaan wakaf tunai di Indonesia.

Maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan wakaf i tudeam
pelaksanaan di masjid Darush Sholikhin sebagairdamaikan pada pembahasan
diatas merupakan pelaksanaan wakaf tunai secaerhsed atau tradisional,
karena masjid Darush Sholikhin bukanlah lembagag@etang dana wakaf,
sebagaimana lembaga keuangan syariah (LKS) yanghgel@la dan

mengembangkan dana wakaf tunai melalui berbaganaanvestasi yang tidak



bertentangan dengan ketentuan syari'ah. Maka m&kaniyang diberlakukan
berbeda dengan mekanisme yang ada di LKS. Dan dd&akum Islam,

pelaksanaan wakaf tunai di masjid Darush Sholikhmimdalah sah, namun dalam
hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonpsiaksanaan wakaf tunai
ini tidak memiliki payung hukum sehingga bila tinhipermasalahan dalam wakaf

tunai ini tidak ada landasan hukum yang dapat digan.

B. Saran

Dari pengkajian permasalahan wakaf tunai di maBjtush Sholikhin
Kota Batu, peneliti memberikan saran-saran selzagéut :

1. Untuk tidak menggunakan istilah wakaf tunai, tetafetap
menggunakan istilah sumbangan atau partisipasi ursém
sebagaimana yang ada dalam kwitansi yang dikeloaokah pihak
panitia pembangunan masjid Darush Sholikhin Kot Ba

2. Untuk tidak menggunakan istilah “jual masjid” dalgmenggalangan
dana pembangunan masjid Darush Sholikhin Kota Battgna dapat

menimbulkan kesalahpahaman dalam masyarakat.



